
BUPATI JEPARA, 

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 
10 ayat (2) Peraruran, Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga 
Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan 
sebagaimana telah beberapa kali cliubah terakhir dengan 
Peraturan, Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2016 renumg Pemberian Gaji, Pensiun atau 
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional tndonesia, Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Pejabat Negara dan Penerima Pensiun 
atau Tunjangan dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian 
Tunjangan Bari Ra1a Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indnneaia, Anggota Kepolisian Republik 
Indonesia. Pejabat ~-egara. Penerima Pensiun, dan Penerima 
Tunjangan, keterrr..an lebib lanjut mcngenai teknis 
pemberian Tunjangan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya 
yang beraumber Cl.lk'"'l Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah maka perre znenetapkan Peraturan Bupati tentang 
Petunjuk Teknis Pc:::bc:ian 1'unjangan Harl Raya, Gaj.i dan 
Tunjangan Kenga. :?elcs Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabal 
Negara, dan An~ ~ Perwakilan Rakyat Daerah di 
Lingkungan Peoe=m-;;;ha:a Daerah Kabupaten Jepara; 

: 1. Undang-Uc~ K=o:: 13 Tahun 1950 tentang Pembcntukan - - . . - - 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARl RAYA, GAJl DAN 
TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERl SIPIL, PEJABAT 

NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMERlNTAHAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 

27 TAHUN 2019 NO MOR 

BUPATI JEPAAA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATl JEPARA 



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lem.baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 144, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. PeraturanPemerintab Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pemberian Gaji Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas 
kepada Pegawar Neger:i Sipil, Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Xepolisian Negara Republik Indonesia, 
Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan 
sebagaimana Lelah beberapa kali diubah tera.khir dengan 
Peraturan Pcmcnntah Nomor 35 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Ket?i;a ams Peraruran Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2016 teatang Pemberian Gaji, Pensiun atau 
Tunjangan K~pt Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, 
Prajurit Teritara ~asional Indonesia, Anggota Kepolisian 
Negara RepubC Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima 
Pensiun atax, TU:njangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tah= 2019 Nomor 92); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234}; 

2. Undang-Undang Somor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor4268); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tam.bahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Jiomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan clan Tnnggung Jawab Keuangan Negara ( Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 



: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN 
TUNJANGAN RARI RAYA, GAJl DAN TUNJANGAN KETIGA 
BELAS BAGI PEGA'.VAI NEGERl SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DT 
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAB KABUPATEN JEPARA. 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraruran Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah K..bupaten Jepara. 

2. Pemerinraban Dacrah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerinrabao a:en pemerintah daerah dan Dewan Perwakilao 
Rakyat Daerah ::::en.rut asas otnnomi dan rugas pembanruan 
rf,a_nffO-n ,mo;nilt"ff' .rrtnnn-n-.i t::rl11A~lttA~nVA f'111l;::,m sisrern dan 

MEMUTOSKAN: 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahon 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2019 Nomor42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri 
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Republik lndonesia, Pejabat Negara, Penerima 
Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran 
Daerah Kabupacen Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 ); 

13.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 11 ); 

Menetapkan 



(1) PNS, Calon PNS, Pejabat Negara dan anggota DPRD 
diberikan Tunjangan Harl Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga, 
Belas. 

(2) P.NS sebagaimana eamaksud pada ayat (ll tidak termasuk 
PNS yang sedang ;;;cnjalani cuti di luar tanggungan Negara 
atau vani.rdioerban..~ di Luar lnstansi Pemerintah. 

BABD 

PEMBERIAN TONJANGAN HARi RA YA, GAJl DAN 
'l'UNJANGAN KETIGA BELAS 

5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur 
penyetenggaraan Pemcrintaban Daerah. 

6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Jepara. 

7. Anggaran Pendapata:n dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara, 
yang selanjucnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh pernerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 
dengan Peratu.ran Daerah. 

8. Hari Raya adalah hari raya ldul Fitri. 

9. Hari adalah hari kalender. 

10.Tunjangan adalah pembayaran yang d.ilakukan secara teratur 
kepada karyawan yang dibayar bersamaan dengan gaji. 

11. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam 
bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai 
yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja , 
kesepakatan atau peraurran perundang-undangan. 

L2. Gaji Terusan adalah gaji yang dibayar kepada Ahli Waris dari 
Pegawai yang meninggal sebesar gaji terakhir selarna 4 (empat) 
bulan berturut-rurut, 

l3.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah 
dolrumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran atau Pejabat Jain yang ditunjuk untuk 
mencairkan dana yang bersumber darl Daftar Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan. 

14.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 
adalah surat perlntah yang cllterbitkan oleh Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Nega..:a (KPPN) selaku kuasa Bendagara Umu.m 
Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD 
berdasarkan SPM. 

3. Pegawai Negeri Sipil yar:g selanjutnya dislngkar PNS adalah warga 
negara Indonesia ymts memenuhi syarat tertentu, diangkat 
sebagal pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian unmk mendudukl jabatan pemerintahan. 

4. Pejabat Negara adalah Bupati Jepara dan Wakil Bupati Jepara. 

Pasal 2 



Pasal 4 

(1) PNS, dan Calon PNS selain menerima Tunjangan Hari Raya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat 
diberikan Tambahan Penghasilan sebesar Tambahan 
Peoghasilan l (s.atu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum 
bulan Bari Raya. 

(2) PNS, dan Calon PNS selain menerima Gaji dan Tunjangan 
Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 
dapat diberikan Tambaban Penghasilan sebesar Tambaba.il 
Penghasilan 1 [saru] bulan pada 2 (dual bulan sebelum 
Bulan JunL 

(7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dan ayat 
(3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan 
peraruran perundang-undangan dan ditanggung oleh 
pemerintah. 

(6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain 
berdasarkan ketenruan peraturan perundang-undangan. 

(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(3) cliberikan bagi PNS, Calon PNS, Pejabat Negara dan 
anggota DPRD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, 
tunjangan jabatan arau tunjangan umum, dan tunjangan 
kinerja sesuai deogan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam bal penghasilan pada BuJan Juni sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar 
penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya 
penghasilao, kepada yang bersangkutan tetap diberikan 
selisih kekurangan penghasilan ketiga belas. 

(3) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS, Calon PNS, 
Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan sebesar 
penghasilan pada bulan Juni. 

(2) Dalam bal penghasi-an l (satu) buJan pada 2 (dua} bulan 
sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dima.ksud pada ayat 
(1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya 
diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang 
bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan 
Harl Raya. 

(1) Tunjangan Harl Raya bagi PNS, Calon PNS, Pejabat Negara 
dan Anggota DPRD <ebagaimarra dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 
(dua) bulan sebelum bulan Hari Raya. 

Pasal 3 



Proses Penerbitan dan pengajuan SPP,SPM dan SP2D 
Tunjangan Harl Raya Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas serta 
Tambahan Pengbasil.an dilakukan dengan sesuai peraruran 
perundang-undangan. 

(4) Tambahan Pengbasilan sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 
4 dapat dibayarkan bersamaan dengan pembayaran 
Tunjangan Harl Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Betas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3). 

Pasal 8 

(1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Calon PNS, Pejabat Negara 
dan anggota DPRD d.ibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) 
hari sebelum tanggal Harl Raya. 

(2) Dalam Hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana d.imaksud 
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjaogan Hari Raya 
dibayarkan setelah tanggal Harl Raya 

(3) Gaji dan Tunjangan Ketiga Betas untuk PNS, Calon PNS, 
Pejabat Negara dan anggota DPRD dibayarkan pada Bulan 
Juli. 

BAB IV 
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARi RAYA, GAJI DAN 
TUNJANGAN KETIGA BELAS SERTA TAMBAHAN 

PENGHASILAN 

(1) Penerima gaji ter:usan dari PNS atau Pejabat Negara yang 
meninggal dunia arau tewas diberikan Gaji dan Tunjangan 
Ketiga Belas sebesar pengbasilan gaji terusan yang d.iterima 
pada Bulan Juni. 

(2) Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyata.kan 
bilang diberikan Gaji dan Tunjangan Ketiga Betas sebesar 
pengbasilan yang diterima pada Bulan Juni. 

Pasal 6 

Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang 
meninggal dunia, tewas arau hilang d.iberikan Tunjangan 
Hari Raya sebesar pcnghasilan gaji terusan yang diterima 1 
(satu) bulan pada 2 iduaJ bulan sebelum bulan Hari Raya 

BAB Ill 
PE:-==:RIMA GA.fl TERUSAN 

Pasal 5 

Pasal 7 



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 27 

EDY SUJATMIKO 

SEKRETARIS DAERAR 
KABUPATEN JEPARA, 

~,<;:,.v--c,,'\ 

Diundangkan di Jepara. 
pada tanggal 22 Mei 2019 

DI 

Pit. BUPATI JEPARA 
WA BUPATI, 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 22 Mei 2019 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 10 

BAB vt 
KETENTUAN PENUTUP 

Pendanaan pemberian Tunjangan. Harl Raya, Gaji dar 
Tunjangan Ketiga Belas serta Tambahan Penghasila.r: 
dibebankao pada APBD. 

Pasal 9 

BABY 
PENDANAAN 


